Masalah Sosial Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Shelter Kbri Kuala Lumpur by Sutaat, S. (Sutaat)
MASALAH SOSIAL TENAGA KERJA WANITA INDONESIA 
DI SHELTER KBRI KUALA LUMPUR 
Sutaat 
ABSTRAK 
T11lisan ini merupakan hasil penelitian studi kasus di Shelter KBRI Kuala Lumpur-Malaysia. 
Tujuannya 1.mtuk mendapatkan gambaran tentang masalah sosial TKW dan pelayanan sosial TKW di 
Shelter KBRI. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan terdiri dari: TKW-bermasalah, 
Petugas KBRI Kuala Lumpur, Agency, dan LSM peduli terhadap permasalahan TKW. 
Hasil penelitian ini memmjukkan, bahwa sumber permasalahan yang diliadapi TKw, baik karena 
faktor internal 111aupun ekstemal, antara lain: (a) nzinimnya pembekalan (keterampilan teknis); (b) kualitas 
keterampilmz da11 kemampumz berkomzmikasi TKW masilz dibmoah rata-rata tenaga kerja asal negara lain; 
dan (c) TKW rnengalami masalah besar dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja (culture sclwck). Dampak 
dari kondisi tersebut memzmculkan berbagai masalah, antara lain tindak kekerasan, eksploitasi, pemaksaan 
kultur majikan terhadap TKw, dan perasaan tertekan (tidak betalz). 
Beberapa reko111endasi diajukan lzasil penelitian ini antara lain: (1) pemerintah perlu meningkatkan 
koordinasi de,zgan berbagai unsur, baik antar instansi pemerintah maupzm dengan pihak swasta dalam 
pengiri111a11 TKV\T; (2) perlu pembekalan keterampilan khususnya kemampuan bahasa ,asing dan keterampilan 
teknis sebelum TKW dibermzgkatkan ke luar negeri.; (3) Departemen Sosial dapat melakukan fungsi preventif, 
rehabilitatif, dan developmental. Fungsi rehabilitatif terutama terhadap TKW-bermasalah yang ada di 
Shelter KBRI Kuala L1t111pur, dalam bentuk pelayanan sosial. 
Kata lwnci: Tenaga Kerja Wanita (TKW) 
I. LATAR BELAKANG 
Secora ideal, pengiriman tenaga kerja 
Indonesia ke luar negeri dijadikan salah 
satu alternatif untuk mengatasi masalah 
pengangguran di dalam negeri. Di satu sisi 
pemerintah memberi julukan kepada para 
Tenaga Kerja Indonesia {TKI/TKW) sebagai 
"Pahlawan Devisa". Pada sisi lain pengiriman 
tenaga kerja ke luar negeri khususnya Tenaga 
Kerja Wanita (TKW) mempunyai akibat 
sampingan yang menyangkut masalah 
kesejahteraannya, don bahkan banyak yang 
mengalami permasalahan yang fatal sampai 
kehilangan nyawa. 
Data resmi yang dihimpun oleh 
Depnakertrans Indonesia (Ditjen, PPTKLN, 2904) 
ju111lali kedalu11gu11 I Kl berrnasaluh tuhun 2002 
-2004 dari kawasan Asia-Pasifik seluruhnya 
mencapai 14.372 orang. Dari sejumlah TKI 
tersebut yang terbanyak dari Singapura (5.793 
orang). Sementara itu data penempatan TKI 
formal dan informal untuk Malaysia mencapai 
20.007 orang (16.050 orang di antaranya 
TKW), don Singapura mencapai 3.966 orang 
(seluruhnya TKW). Sebagian besar TKW 
tersebut dan bahkan untuk Singapura seluruhnya 
bekerja pada sektor informal (sektor domestik}. 
Secora nalar keberadaan Tenaga Ke rja 
Indonesia di Malaysia sebenarnya sangat 
berarti bagi perekonomian kedua negara. Bagi 
Indonesia, mendapat devisa dari penerimaan 
uang remittance yang dibawa/ diki rim oleh 
pekerja ke daerah asal mereka. Sementara 
bagi Malaysia, kehadiran Tenaga Kerja 
Indonesia dapat membantu negara i tu 
mengatasi kesulitan pasokan tenaga kerja di 
sektor formal tertentu don sektor informal, yang 
tidak dapat dipenuhi o leh tenaga kerja 
setempat. 
O lch k(lrcnu ilu, sucluh bukan ruhusio 
umum lagi kalau Tenaga Kerja Indonesia di 
Malaysia banyak mengisi lapangan kerja di 
sekto r informal terutama pado subsektor 
Pembantu Rumah (house maid) don perkebunan 
(kelapa sawit don karet). Untuk memanfaatkan 
peluang ekonomi tersebut, pemerintah 
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Indonesia telah mempersiapkan Tenaga Kerja 
Wanita (TKW) agar mampu bekerja 
profesional, don dapat bersaing dengan 
tenaga kerja dari negara-negara lainnya. 
Kenyataan di lapangan berbeda, daya saing 
mereka ternyata lemah, sehingga menjadi 
sasaran eksploitasi pihak-pihak tertentu. Belum 
lagi TKW yang masuk secara ilegal ke Malay-
sia, akan menjadi rawan dari tindakan aparat 
negara yang bersangkutan. Mereka merupakan 
tenaga kerja yang tidak mendapat 
perlindungan secara memadai. Tidak heron 
kalau banyak laporan jurnalistik di Indonesia 
mengungkap berbagai kasus domestic violence 
(kekerasan dalam rumah tangga) yang 
dilakukan oleh 'users', pihak majikan, don 
agen-agen pengerah tenaga kerja setempat di 
Malaysia. Banyaknya kasus tindak kekerasan 
TKW di Malaysia sudah sampai pada titik kritis, 
karena menyangkut HAM don hubungan baik 
antar kedua negara. 
Terkait dengan permasalahan tersebut, 
berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah 
Indonesia untuk melindungi pekerjanya di 
Malaysia. Untuk ini kesepakatan telah dibuat 
oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah 
Malaysia, antara lain dalam kesempatan 
pertemuan antara Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dengan Perdana Menteri Abdu llah 
Ahmad Badawi dalam tanggal 14 Februari 
2005 di Kuala Lumpur, Ma laysia . Kedua 
pemimpin itu menyepakati akan menekan 
jumlah tenaga kerja ilegal dari Indonesia hingga 
mencapai nol persen. Bahkan, Pemerintah 
Malaysia telah menyediakan sistem motriks 
yang merekam semua pendatang asing melalui 
sidik jari . Menurut mereka, sistem tersebut 
diyakini tidak akan lagi memberi ruang don 
peluang bagi "pendatang harem" (tanpa izin) 
di negara itu. Meskipun demikian, kenyataan 
menunjukkan bahwa permasalahan yang 
muncul tidak hanya pada tenaga kerja ilegal 
tetapi juga yang tergolong legal. 
Memperhatikan berbagai uraian tersebut 
di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun 
banyak terjadi kasus kekerasan terhadap tenaga 
kerja wanita (TKW), tetap sojo orus pengiriman 
tenaga kerja Indonesia ke Malaysia tidak 
menunjukkan tanda-tando okan berhenti. 
Dengan demikian permasalahannya adalah 
bagaimana berbagai pihak-pihak yang 
berta nggung jawab mampu memberi ka n 
perlindungan dan pelayanan sosial terhadap 
2 
pekerja Indonesia. Perlindungan don pelayanan 
sosial dimaksud semestinya sesuai dengan 
permasalahan don kebutuhan TKW. Selama ini 
belum diketahui secara jelas permasalahan 
sosial apa yang dihadapi TKW. Terkait dengan 
itu, maka perlu dikaji permasalahan sosial apa 
yang dihadapi TKW, bentuk pelayanan don 
perlindungan apa yang sudah diberikan 
kepada TKW (terutama TKW-bermasalah). 
Studi ini mencoba berfokus poda TKW-
bermasalah di Shelter KBRI. 
11. TUJ UAN DAN MAN FAAT 
PENELITIAN 
l. Teridentifikasinya permasalahan sosial 
yang dialami Tenaga Kerja Indonesia 
(TKW) di Shelter KBRI Kuala Lumpur -
Malaysia. 
2. Teridentifikasinya pelayanan sosial yang 
diperoleh TKW di Shelter KBRI Kua la 
Lumpur-Malaysia. 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian 
ini adalah masukan bagi perumusan kebijakan 
Departemen Sosial, don berbagai instansi terkait 
da lom upoya peningkatan pelayonan don 
perlindungan sosial bagi TKW di negara tujuan. 
111. TINJAUAN TEO RITIS 
Fenomena pengera ha n tenago kerjo 
Indonesia ke luar negeri yang diotur pemerintah 
sebenarnya telah dimulai sejok jam an kolonial 
Be landa, yaitu pengi riman tenaga kerjo 
Indonesia ke daerah koloni seperti ke Suriname, 
di Amerika Latin. Pengirimon tenaga kerja 
Indonesia woktu itu merupakan kebijakon 
Pemerintah Kononia l dalam rangka pengem-
ba ngan daerah koloni untuk kepentingan 
eksistensi jajahan. Sementara itu, pengerohan 
tenaga kerja Indonesia ke luor negeri soot 
ini tidak hanya kepentingan negara peng-
guna, tetopi juga kepentingan tenaga kerjo 
Indonesia sendiri sebagai upaya meningkatkon 
penghasilan. 
Sementara itu di beberopa negora 
(terutama negara berkembong yang sedang 
mengalami tingkat pertumbuhon ekonomi 
tinggi seperti Malaysia). Pada sektorformol don 
informal tertentu memerlukan cukup banyak 
tenaga kerja dari negora lain. Keberadaan 
pekerjo migran di suatu negara merupakan 
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jawaban atas perkembangan so li ng keter-
gantungan ekonomi tersebut. Makin tinggi 
intensitas hubungan yang terjalin antar-negara 
dalam berbagai ke hidupan, makin tinggi 
ketergantungan antar-negara, don pada 
gilirannya makin meningkatkan arus migrasi 
dalam berbagai bentuk (Kritz don Zlotnik, 1992; 
Lohrmann, 1989). 
Sejak dekade 1980-an pen gerahan 
tenaga kerja Indonesia (termasuk Tenaga 
Kerja Wanita/TKW) ke luar negeri mengalami 
booming pada tahun 1990 -an don terus 
berlanjut hingga soot ini. Bahkan, pengiriman 
tenaga kerja memiliki kecenderungan adanya 
dominasi tenaga kerja perempuan dengan 
jumlah lebih besa r dibandingkan dengan 
tenaga kerja laki-laki . Kondisi yang demikian 
itu antara lain dipengaruhi oleh terjadinya krisis 
ekonomi di dalam negeri, don makin sempitnya 
lapangan pekerjaan yang tersedia, serta 
meningkatnya partisipasi perempuan dalam 
pasar kerja . 
Tekanan kebutuhan lapangan kerja serta 
keingi nan untuk meningkatkan ekonomi 
kel uarga d on melepaskan diri dari jeratan 
kemiskinan, kadang-kadang membuat segala 
pertimbangan rasiona l dikesampi ngkan oleh 
para colon tenaga kerja . Tingginya permintaan 
tenaga kerja perempuan dari sejumlah negara 
mengakibatkan pihak perusahaan pengerah 
tenaga kerja di dalam negeri juga kurang serius 
dalam mempersiapkan co lon tenaga kerja. 
Sehingga kua li tas tenaga kerja Indonesia 
kurang memadai untuk mengisi lapangan 
pekerjaan yang ado. 
Rendahnya pendidikan don rendahnya 
keteramp il an yang d im iliki tenaga kerja 
Indonesia, menjadikan mereka kurang memiliki 
kekuatan tawar terhadap pengguna/majikan 
(user). Teori ekonomi memang seperti itu: bila 
pasokan tenaga kerjo berlebih, maka upah 
akan rendah, don ka lau sudah demikian maka 
sering terj adi pihak majikan mengambil 
kesempatan untuk mengeksploitasi pekerjanya. 
Oleh karena itu muncul berbagai permasalohan 
sosiol sekitor pekerja migran Indonesia di luar 
negeri, terutamo di kalangan tenaga kerja 
wonita di sektor informa l. Hal lain yang 
juga menomboh permasalahan adalah 
makin bonyoknyo pengiriman tenaga kerja 
secora ilegol, don terjadinya berbagai kasus 
trafficking. 
Permasalahan TKW yang menjadi fokus 
penelitian ini terutama masalah sosial yang 
dialami TKW yang berada di penampungan 
(shelter) KBRI Kuala Lumpur. Masalah sosial 
dimaksud terutama berhubungan dengan tidak 
terpenuhinya pelayanan sosia l secara optimal 
sesuai yang dibutuhkan. 
Pelayanan sosial, dalam konsep pekerjaan 
sosial selalu terkait dengan praktek pekerjaan 
sosial, yaitu berbagai kegiatan yang melibatkan 
pekerja-pekerja sosial. Hal ini sesuai dengan 
tu juon dari praktek pekerjaan sosia l ya itu 
mencegah don menyembuhkan ke rusakan 
hubungan di antara perorangan dengan 
keluarganya atau persekutuan lainnya. Praktek 
pekerjaan sosial membontu orang-orang untuk 
mengidentifikasi don memecahkan masa lah 
dalam hubungan-hubungan antar mereka atau 
paling tidak untuk meminimalkan akibat-akibat 
kerusakan hubungan tersebut (Skidmore Rex, A, 
1994). 
Pelayanan sosia l TKW da lam konteks 
penelitian ini adalah program-program sosial 
yang dirancang oleh pemerintah maupun 
masyarakat, yang ditujukan untuk membantu, 
melindungi, don memulihkan kehidupan TKW. 
Pelayanan ini dimaksudkan guna mengatasi 
masalah-masaloh yang diaki batkan o leh fa ktor 
internal don external, serta mengembangkan 
kemampuan TKW untuk memahami, men -
jangkau, don menggu nakan peloyanan -
pelayanan sosial yang tersedia. Bentuk-bentuk 
layanan sosial antara lain berupa pendidikon 
publik, peningkatan SDM, ke amanan , 
kesehatan, tempat tinggal, bantuan advokasi, 
konsultasi psikolog is, don berbagai layanan 
sosial lainnya. 
IV. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini secara deskriptif menyaiikan 
gambaran tentang permasalahan sosia l don 
pelayanan sosial terhadap pekerja Indonesia 
di luar negeri, khususnya tenaga kerja wanita 
(TKW-bermasalah) di Malaysia . Penel it ian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk itu, 
peneliti terjun langsung ke lapangan don 
melakukan interaksi langsung dengan obyek 
penelitian dalam upaya mendapat kan 
informasi secara mendalam. 
..., 
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Penelitian ini dilakukan di Kota Kuala 
Lumpur Malaysia, dimana terdapat tempat 
penampungan TKW-bermasa la h (Shelter 
KBRI Kuala Lumpur). lnforman penelitian 
ini terdiri dari petugas KBRI, agency (agen TKW 
di Malaysia), pengguna tenaga kerja 
(perusahaan), don TKW (terutama yang ado 
di penampungan). 
Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, pengamatan, don studi 
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 
menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya 
hanya sebagai panduan don dilakukan secara 
bebas tetapi terfokus. Pengamatan dianggap 
berguna untuk menggali informasi yang sulit 
untuk diwawancara, dengan harapan informasi 
yang diperoleh do pat lebih obyektif. 
Melakukan wawancara dengan "T'(>lv-
bermasalah" dimaksud tidak mudah di lakukan 
karena sikop "tertutup" yang bersangkutan, 
maka untuk ini peneliti didampingi pihak ketiga 
dari KBRI Kuala Lumpur don pihak-pihak yang 
mengenal dan/ atau dikenal secara baik oleh 
TKW. Dengon cara seperti ini penggalian 
informosi yang dibutuhkan menjadi lebih 
mudoh . Namun demikian, pene liti tetap 
menghargai hok azasi TKW, don o leh 
karenanya peneliti benar-benar menjaga 
kehormatan don kerahasiaon responden . 
Analisa data didukung oleh data literatur 
don sumber informasi lain berkaitan dengan 
masolah tenaga kerja Indonesia di luar negeri, 
khususnyo yang terkait dengan mosalah tenogo 
kerjo wanita (TKW). Hosil dari lopangon yang 
berupo hosil wawancara dengan informan, 
dideskripsikon sebogaimono data yang ado. 
V. KEADAAN PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA DI MALAYSIA 
Keadaan tahun 2005, tenaga kerjo 
Indonesia di Malaysia menduduki posisi 
pertomo dalom hal jumlah, kemudion disusul 
oleh tenago kerja dari Nepal, India, Vietnam, 
Myanmar, Bangladesh , don Philippines. 
R<'rnosorkon data dari Kantor Jabatan lmigrescn 
Malaysia (2005), jumlah pekerjo migran pada 
tahun 1998 telah mencapai 210,772 orang. 
Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun 
sejolan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 
Malaysia. 
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Menurut statistik perkembangan tenago 
osing di Malaysia pada tahun 2005, jumlah 
pekerja Indonesia di Malaysia meningkat lagi 
menjodi l, l 05,083 orang. Dengan jumlah 
pekerja sebanyak itu, proporsi pekerja asing 
yang bekerja di Malaysia mencopai 69.9%. 
Persentase ini sebenarnya lebih rendah 
dibandingkan persentase pekerja Indonesia 
terhadop total pekerja asing di Malaysia pada 
tahun 2001 hingga tohun 2003, yang 
persentasenya mencapoi lebih dori 7 4. 7% poda 
tahun 2001, 73.8% poda tahun 2002, don 
73.9% pada tahun 2003 (sumber: Kantor 
Jabotan lmigresen Malaysia, 2005). 
Meskipun dalam limo tahun terakhir 
bonyak kasus tindak kekerason terhadap 
pekerja Indonesia, terutama terhadap tenaga 
kerja wanito (TKW) yang dilaporkan media 
massa di dalam negeri, namun dilihat dari 
jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia tidak 
ado bukti-bukti bahwa minat tenaga kerja 
Indonesia ke sana menurun. Yang terjadi malah 
sebaliknya, jumlah tenaga kerja Indonesia dari 
tahun ke tahun terus mengalami kenaikan . 
Pado tabel l terl ihat bahwa tingkot 
pertumbuhan pekerja asing di Malaysia secara 
keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 
3.54% dari tahun 1998 ke tahun 1999 (dari 
395.140 orang menjodi 409.660 orang); 
kemudion melonjak sebesar 49 .24% ke tahun 
berikutnya (2000) karena Malaysia mengalomi 
pertumbuhan ekonomi luar biasa soot itu; lalu 
naik lagi sebesar 5.03% pada tahun 2001, 
melon jak lagi sebesar 20.39% tahun 2002; 
kemudian sedikit menurun kenaikannya sebesar 
9.05% don 7.06% pada tahun 2004 don tohun 
2005. Kontribusi pertumbuhan jumlah pekerja 
asing di Malaysia disumbong oleh Indonesia, 
karena market share tenaga kerja Indonesia 
selolu di alas 50% dari semua tenaga kerja asing 
di negara tersebut, sehingga menempatkan 
Indonesia sebogai pemosok tenaga kerja 
terbesar di Malaysia dalam periode tahun 
1998-2005. 
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Tabel 1 : Statistik Perkembangan Tenaga Kerja Asing di Malaysia, 1998-2005 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Jumah o/o Jumlah o/o Jumah 'lo .lmiah o/o Jumah o/o JLmah o/o .lmiah o/o Jumlah 'lo 
Indonesia 210,772 53.34 269,194 65.71 603,453 74.77 634,744 74.69 788,221 73.84 988,165 73.91 1,024,363 69.68 1,105,083 69.86 
Nepal 368 0.09 328 0.08 666 0.08 48,437 5.70 82,074 7.69 109,067 8.16 149 ,886 10.20 159,531 10.09 
lncfa 14,330 3.63 13,103 3.20 18,934 2.35 26,312 3.10 39,248 3.68 63,166 4.72 78,688 5.35 93,339 , 5.90 
Viet Nam 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 72,788 4.95 72,902 4.61 
Myarmar 5,151 1.30 3,698 0.90 3,444 0.43 6,539 0.77 27,870 2.61 48,113 3.60 61,111 4.16 66, 119 4.18 
Bangadesh 146,752 37.14 110,788 27.04 158,149 I 19.59 114,308 13.45 82,642 7.74 94,541 7.07 54,929 3.74 53,751 3.40 
Phiippines 10,678 2.70 7,299 1.78 14,651 1.82 11,944 1.41 21,234 1.99 17,400 1.30 16,663 1.13 18,936 , 1.20 
Thai lard 2,864 0.72 2, 130 0.52 2.335 I 0.29 2,508 0.30 20,599 1.93 10,158 0.76 5,463 0.37 5,573 I 0.35 
Camlxxla 137 0.03 163 0.04 812 0.10 1,399 0.16 2,408 0.23 2,898 0.22 3,278 0.22 3,514 ! 0.22 
Pa~stan 4,054 1.03 2,605 0.64 3,101 0.38 2,392 0.28 2,000 0.19 2,141 0.16 1,156 0.08 1,171 0.07 
Sri Lanka 34 0.01 352 0.09 1,386 0.17 1,115 0.13 1,111 0.10 1,066 0.08 1,003 0.07 979 0.06 
Chila 0 0.00 0 0.00 165 0.02 131 0.02 122 0.01 265 0.02 600 0.04 688 0.04 
Lan-lain 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 162 0.01 169 I 0.01 
Jumlah 395,140 100.00 409,660 100.00 807,0~ 100.00 849,829 100.00 1,067,521 100.00 1,336,980 100.00 1,470,09:J 100.00 1,581,755 100.00 
o/o 3.54 49.24 5.03 
pertumbiilan 
Sumber : Kantor Jabatan lm1gresen Malaysia, 2005 {d1olah kembah) 
Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 
(2005), dalam jangka panjang ketersediaan 
lapangan kerja bagi tenaga ke rja asing di 
Malaysia diperkirakan akan terus mengalami 
penurunan. Tingkat penurunan keb utuhan 
terhadap jumlah tenaga kerja asing di 
Malaysia mencapai 13% dalam periode 1995-
2015. Jodi, puncak pendayagunaan tenaga 
kerja asing di Malaysia adalah pada tahun 
2005. 
Gejala pengurangan tenaga kerja asing 
sebenarnya sudah nampak dalam duo tahun 
terakhi r ini , terlihat dari si kap Pemerintah 
Malaysia yang mulai mengusir pekerja ilegal 
asal Indonesia secara besar- besaran pada 
tahun 2005. Dalam mengimplementasikan 
kebijakan tersebut, pihak Kepolisian Negara 
Malaysia demikian ketat dalam melakukan razia 
kepada peke~a asing di negaranya; polisi selalu 
mengadakan patroli di jalan dengan sering 
menangkap orang Indonesia yang dicurigai. 
Apabila ditemukan ado orang Indonesia 
yang tidak membawa pasport, maka yang 
bersangkutan ditangkap don diamankan. 
Namun dernikian, kebijakan pengusiran pekerja 
ilegal tersebut kurang efektif mengingat 
jumla hnya terlampau banyak. Hal in i 
mengingat pula bahwa kehadiran pekerja asing 
di Malaysia tidak terlepas dari peranan agency 
don majikan Malaysia yang memfasilitasi 
kedatangan mereka. 
20.39 20.15 9.05 7.06 
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 
ado limo jenis pekerjaan pada sektor forma l 
don informal yang menjadi sasaran pekerja 
migran Indonesia maupun pekerja migran 
dari negara -negara lainnya di Asia don Eropa 
Timu r. Jenis peke rjaan tersebut ada lah 
pembantu rumah, pembinaan (pembangunan), 
perkhidmatan (pelayanan atau service), 
pembuatan (manufacturing), don perladangan 
(perkebunan sawit don karet). Jenis pekerjaan 
yang paling banyak diisi o leh pekerja migran 
asing di Ma laysia ada la h pembuat an 
(pembangunan). Jenis pekerjaan ini terisi oleh 
39 .1 % dari seluruh pekerja migran asing pada 
tahun 1998, kemudian sedikit mengalami 
penurunan menjadi 37.9% pada tahun 1999, 
38.1 % pada tahun 1998, don seterusnya 
sehingga persentasenya menjadi 36.8% pada 
tahun 2005. 
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Tabel 2 : Statistik Pekerja migran Berdasarkan Sektor di Malaysia Tahun 1998-2005 
Seloor 1998 1999 2(lX) I 2001 
..uniah % ..urrlai % ..umlai % I ..urnah 
Perrbaltu rumh 77,918 19.7 94,192.0 23.0 177,546 220 I 194,710 
Perrbirean 63,013 15.9 49,080.0 12.0 
~ .22> 8.5 I 63,342 
----
~--
Perrouatai 154_,_337 39.1 1ffi,277.0 ~ -9 307,167 
_381-+ 31~528_ 
Pell<lidmaan 43,3)4 11.0 35,610.0 8.9 53,683 6.7 56,363 
Penadargan 56,478 14.3 74,501 .0 182 20:l,474 24.8 I 222800 
JlJlllah 335,140 100.0 4(B,ffi0.0 1000 807,096 100.0 I 849. 829 
%~rrbu1Bn - 3.67 97.02 I 5.2l 
Surmer . .llbalal lmgresen Mm,51<12005 
c-.i: data slatistiktahun 2005 dim.la dari 01.05.200I t-.ngga 30.04.2005 
Jenis pekerjaan kedua yang paling banyak 
tersedia bagi pekerja asing di Malaysia adalah 
perladangan (perkebunan sawit don karet), 
dengan persentase sekitar lebih dari 20% dari 
semua jenis pekerjaan, kecuali untuk tahun 
1998 yang angkanya di bawah 20%, yakni 
hanya 14.3%, untuk tahun 1999 don 18. 2% 
untuk tahun 1999. 
Jenis perladangan (perkebunan sawit don 
karet) juga banyak diisi oleh pekerja asal Indo-
nesia. Pekerja Indonesia yang banyak terlibat 
dalam jenis pekerjaan ini umumnya berasal dari 
Lombok, NTB. Keterampilan pekerja Indonesia 
dari Lombok di bidang pertanian dinilai cukup 
baik, sehingga sering menjadi langganan 
majikan pemilik perkebunan di Malaysia. 
Jenis pekerjaan pembantu rumah (house 
maid), menduduki posisi ketiga dalam 
lapangan kerja yang tersedia di Malaysia yang 
banyak diisi oleh pekerja asing. Sejak tahun 
1998 hingga tahun 2005, persentase pekerja 
asing yang bekerja di Malaysia mencapai 
hampir 20%. Pekerja wanita dari Philippines don 
Vietnam juga banyak yang bekerja sebagai 
pembantu rumah di Malaysia, tetapi tenaga 
kerja wanita Indonesia paling banyak. 
Khusus mengenai pekerja wanita dari 
Fil ipino, gaji yang mereka terima besarnya duo 
kali lipat dari pekerja wanita asal Indonesia. 
Hal ini terjadi karena pekerja asal Philippines 
memiliki kelebihan dalam hal keterampilan teknis 
don penguasaan bahasa dibandingkan pekerja 
asa l Indonesia. Pemerintah Philippines 
tampaknya benar-benar mempersiapkan 
tenaga kerja wanita mereka secara matang. 
Bahkan, pemerintah Philippines menyediakan 
berbagai fasi litas pelayanan yang setiap saat 
membantu pekerjanya ketika ado masalah di 
negara tujuan. 
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2002 2003 2)()4 2005 
% ..uni ah % .1Jn1ah % ..uni ah % ..uni ah % 
22.9 232282 21.8 263,465 19.7 285,441.0 19.4 293,493 189 
7.5 149,342 14.0 252,516 189 231,184.0 15.7 ~ 23l,C87_ 15.1 
·- -- --36.8 
--2_~2~ y>.3 385,478 28~ _±_~2.Q_ 32.4 
,- - f-582,618 ~36.!! 
6.6 64,281 6.0 85,170 6.4 93,0500 6.3 115,753 
262 298,32:i 27.9 350.~1 26.2 384,473.0 262 345,774 
1000 1,067,529 100.0 1,336,980 100.0 1,470,00QO 100.0 1,581 ,755 
25.62 25.24 9.96 7.60 
VI. PERMASALAHAN SOSIAL 
TENAGA KERJA WANITA 
INDONESIA (TKW) 
DI MALAYSIA 
7.3 
21.9 
100.0 
Permasalahan yang dihadapi pekerja 
asing di Malaysia, hasil pemantauan KBRI Kuala 
Lumpur bahwa ado stereotype dari asal-usul 
majikan. Pada etnis Cina, permasalahan umum 
yang dialami TKW adalah tindak kekerasan 
(domestic violence); pada etnis India, kasus-
kasus pelecehan seksual don perkosaan; pada 
etnis Melayu, kasus-kasus gaji tidak dibayar. 
Kasus kekerasan yang terjadi pada pekerja 
asal Indonesia sering dilakukan oleh majikan 
perempuan atau isteri. Menurut keterangan 
salah seorang TKW, bahwa sering ado 
kecemburuan majikan perempuan terhadap 
pekerja migran perempuan asal Indonesia. Hal 
ini tampaknya dilatarbelakangi oleh stereotype 
terhadap pekerja Indonesia di Malaysia, yakni 
sebutan " lndon". lstilah "lndon" ini berawal dari 
lingkungan prostitusi terhadap Pekerja Seks asal 
Indonesia di Malaysia. 
Hasil pengamatan oleh Tim peneliti don 
wawancara dengan beberapa informan, 
me·nunjukkan bahwa banyak permasalahan 
sosial dihadapi TKW di shelter, antara lain 
banyak mengalami stress, sulit tidur, trauma, 
rindu kampung halamon, don bosan/jenuh 
menunggu kasusnya selesai sehingga dapat 
segera kembali ke tanah air. M enurut catatan 
seorang mahasiswa Indonesia jurusan psikologi 
di Universiti Kebangsaan Malaysia (Muhammad 
Iqbal, 2005), perasaan TKW-bermasalah 
(80 orang) selama tinggal di shelter adalah: 
42.86% merasa sedih, 17.14% merasa 
bingung, don 9.52% merasa boson. 
Sedangkan sebagian lainnya 30.47% merasa 
aman, tenteram don gembira. Dapat dikatakan 
bahwa secara nonfisik sebagian besar pekerja 
migran bermasalah di KBRI mengalami 
permasalahan sosial-psikologis. 
Menurut data pada Bidang Ketenaga-
kerjaan KBRI Kuala Lumpur, dalam tahun 2005 
kasus pekerja migran atau TKW-bermasalah 
terbanyak terjadi pada bulan Februari. 
Sementara itu menurut data pada Bidang 
Konsuler, kasus yang dialami TKW (khususnya 
TKW di shelter) meliputi korban penyiksaan 14 
orang, korban pelecehan seksual/ perkosaan 
12, lari dari majikan 141 orang, gaji tidak 
dibayar 2 orang, pekerja seks 10 orang (korban 
trafficking), stres/sakit jiwa 2 orang, don lain-
lain 15 orang (ditelantarkan majikan/agency, 
tidak boleh kembali ke rumah majikan, dibuang 
oleh agency, dikembalikan ke agency oleh 
majikan, lari dari agency, ditipu tekong don 
sebagainya). Hasil wawancara dengan TKW 
di shelter, diperoleh informasi bahwa TKW lari 
dari majikan dengan berbagai alasan. Alasan 
yang paling banyak adalah akibat tidak tahan 
perlakuan majikan yang kurang manusiawi; 
alasan lainnya karena pelecehan seksual/ 
perkosaan oleh majikan atau keluarganya, 
pemerasan, dan tidak betah tinggal di rumah 
majikan. 
Hasil wawancara dengan TKW ber-
masalah don pengamatan di shelter, TKW 
korban tindak kekerasan don perkosaan 
mengalami kondisi psikologis yang buruk, yakni 
stress don trauma. Pengalaman buruk, stress dan 
taruma, terutama dirasakan pada para pekerja 
migran perempuan korban perkosaan yang 
usianya relatif masih muda dan belum menikah. 
Mereka merasa bingung don takut, apa yang 
harus dikatakan kepada oragtua/keluarganya 
bila ia kembali ke Indonesia. Bagaimana 
menghadapi colon suami bila kelak menikah. 
Dan banyak hal lain yang menjadi beban 
pemikiran mereka. Manifestasi dari berbagai 
perasaan dimaksud adalah munculnyo perilaku 
sering menangis, sedih, atau berdiam diri 
dengan tatapan mata kosong. 
Memperhatikan berbagai persoalan yang 
dihadapi TKW bermasalah tersebut tampaknya 
permasa lahan sosial-psikologis cukup 
menonjo l, selain permasalahan yang terkait 
dengan hukum dan hubungan kerja dengan 
majikan. O leh karena itu banyak peran-peran 
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lain di KBRI, selain peran kekonsuleran dan 
peran ketenagakerjaan yang perlu diisi guna 
menanggulangi permasalahan yang dihadapi 
TKW-bermasalah. Peron profesi pekerja sosial 
don psikolog tampaknya tidak dapat 
dilepaskan dalam penanganan masalah ini. 
Mencermati kasus-kasus TKW pada uraian 
di atas, secara garis besar permasalahan sosial 
yang dihadapi dapat dikelompokkan seperti 
uraian berikut. 
A. Masalah Tindak Kekerasan 
Pada beberapa kasus menunjukkan 
bahwa pekerja migran kurang mendapatkan 
kebutuhan pangan, tempat tinggal dan 
kesehatan secara memadai. Banyak majikan 
lebih banyak menuntut pekerja migran untuk 
mengikuti segala aturan don budayanya, tanpa 
memperhatikan kebutuhan don budaya pekerja 
migran. Misalnya dalam hal makan, pekerja 
migran sering dipaksa untuk makan makanan 
yang tidak halal atau makanan lainnya yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja migran. 
Majikan kurang memperhatikan waktu istirahat 
yang cukup; yang dituntut majikan adalah 
bekerja dan bekerja tanpa pembatasan waktu 
atau jam kerja yang jelas. Apabila pekerja 
kurang atau tidak tampil sesuai dengan tuntutan 
majikan, maka cenderung terjadi tindak 
kekerasan don atau pemaksaan kehendak oleh 
majikan. Sementara itu kontrol dari pihak-pihak 
yang bertanggung jawab (misalnya Agency) 
terhadap perilaku majikan hampir tidak ada. 
Saat penelitian ini dilakukan, pemenuhan 
kebutuhan yang memadai, hanya diperoleh 
pekerja migran yang bekerja di Kilang (pabrik), 
yakni yang tergolong pekerja formal. 
Pada saat TKW-bermasalah berada di 
penampungan KBRI, karena sering overcapac-
ity menimbulkan pemenuhan kebutuhan mereka 
menjadi kurang optimal (kalau boleh dikatakan 
kurang); apakah berupa kebutuhan makan, 
pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan wanita 
loinnyo. Belum lagi gangguan relasi antara 
TKW yang baru masuk shelter dengan mereka 
yang sudah lama berada di shelter. Sering 
muncul pula adanya kelompok-kelompok 
kedaerahan. Meskipun dalam hal ini pihak KBRI 
telah berusaha memberikan pelayanan secara 
maksimal, namun karena keterbatasan yang 
ado maka sering kurang memenuhi harapan. 
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B. Masaloh Psikologis (Raso Aman) 
Banyak pekerja migran (TKW) yang 
merasa terancam kehidupannyo selama tinggal 
di rumah ma jikan. Mereka mengalami 
perlakuan yang t idak manusiawi, tindak 
kekerasan, pembatasan dalam pergaulan, 
pelecehan seksual atau perkosaon oleh 
ma jikon maupun anggota keluarga loinnya. 
Mereka lebih banyak hidup terkurung don 
dengan ruang gerak yang dibotosi. Mereka 
tidak akan pernah bisa keluar rumah kecuali 
bersama majikan, misalnya ke kedai/toko untuk 
membantu kegiatan majikan. Sementara itu 
pasport pekerjo migron sebagoi salah satu 
dokumen penting dipegang majikan, sehingga 
mereka benar-benar merasa terkurung. 
Selama pekerja migran bermasalah in1 
berada di p enampu nga n (shelter), juga 
menghadapai masalah-masaloh psikis. Karena 
faktor keamanan don lain-lain, maka mereka 
tidak dopat bebas keluar dari lingkungan KBRI. 
Dengan demikian mereka seolah terkurung don 
kurang bebas menikmati dunia luar. Sementara 
itu keinginan untuk segera kembali ke tanah air 
tidak dengan mudah don cepat dapat 
diperoleh. Banyak waktu don prosedur 
penyelesa ian kasus yang harus dila lu i; 
sementara itu kegiatan pengisian waktu luang 
untuk menghilangkan kejenuhan masih sangat 
minim. Dalam kondisi yang demikian banyak 
di antara mereka yang menghadapi gangguan 
psikis, yakni umumnya sulit t idur. 
Banyak upaya dilakukan pihak KBR! untuk 
me mberi kan perl indungan, tapi masih 
menghadapi keterbatasan-keterbatasan, masih 
banyak tenaga kerja Indonesia yang t idak 
terjangkau oleh upaya perlindungan, terutama 
mereka yang ado pada rumah-rumah majikan-
majikon. Apa lagi para pekerjo migron ilegol 
yang su lit untuk diketahui keberodaannya. 
Sementara ini upoya perl indungan don 
advokasi diberikon seteloh adanya kasus-kasus 
yang diadukan oleh pekerja migran maupun 
pihak lain, misalnya kepolisian Malaysia otau 
LSM yang peduli terhadap masalah pekerja 
migron. 
Peron Agency untuk member ikan 
perlindungan dari tindakan eksploitasi, antaro 
lain berupa nomor kontak kepada setiap 
pekerja migron yang disalurkan, hampir tidak 
pernah bisa tereal isasi. Hal ini terjadi antara 
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lain oleh masih rendahnya kepedulian agency 
terhadap nasib pekerja migran. Di samping itu, 
rendahnya pengetahuan pekerja migron serta 
keterbatasan ruang geraknya, menyebabkan 
mereka hampirtidak pernah bisa kontak dengan 
Agency, kecuali terjadi kasus yang mencuat. 
C. Masai ah Kualitos SOM Rend oh 
Penyiapan SOM TKW oleh lembaga 
pengirim yang kurang optimal, don kurang serius 
menyebabkan TKW kalah bersaing dengan 
tenaga kerja dari negaro lain. Sementara 
itu pembinaan keterampilan kerja don 
keteram p ilan lo i nnya di negara tu juan 
tampaknyo masih sangat minim. Agency di 
Malaysia hanya memberikan tombahon 
keterampilan yang sangat sedikit. Kondisi yang 
demikian menjadikon pekerja migron berada 
dalam posisi yang jauh lebih rendah dari 
pekerja asal negara lain, misalnya pekerja asal 
Phi lippines. Konsekuensinya gaji TKW jouh 
lebih rendah dari gaji pekerja asal Philippines 
(TKW pal ing t inggi 400 Ringgit per bu lan, 
sedangkan pekerja migran asal Phil ippines 
mencapai 600-800 Ringgit per blJ lan). 
D. Masalah Sosialisasi don lnteraksi 
Keterbatasan ruang gerok don kurangnya 
perhatian para majikan, menjadikan pekerja 
migran Indonesia hi du p te rtutup dari 
kesempatan untuk bersosialisasi dengan 
masyarakat, don kurang memperoleh informasi 
yang memadoi tentang dunio luor. Berdosarkan 
pengalaman Agency, bonyak pekerjo migron 
kurang siap hidup di Malaysia. Mereka kurang 
mempunyai pengetohuan don informasi tentang 
majikan don kehidupan di Malaysia. Para PJTKI 
di Indo nes ia dinilai ku ran g memberikan 
informasi yang cukup, terutamo tentong pahit-
ma nisnya don susah-senangnya hidup di 
Malaysia. Pekerja m igran songat kurang 
dibekali pengetahuan sosial secara memadai, 
sehingga mereka kurang mempunyai kesiapan 
mental don sosial. Apalagi dengan pendidikan 
mereka yang umumnya rendah mempengaruhi 
pula performan mereka dalam pekerjaan. 
Proteksi maji kan terhadap TKW untuk 
beri nteroksi dengan dunia luar, termasu k 
dengan keluarga di daerah asal, menyebabkan 
TKW merasa makin terkurung don buta dari 
informasi yang seharusnyo mereka ketohui. 
Puncak dori keadaan demikian mendorong 
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TKW menghindar dengan cara melarikan diri 
dari majikan . Konsekuensinya adalah TKW 
kehilangan dokumen yang dibutuhkan 
(biasanya dokumen/pasport dipegang oleh 
majikan), sehingga bisa digolongkan sebagai 
TKW i legal yang terancam hukuman don 
deportasi . 
VII. PELAYANAN TERHADAP TKW 
DI MALAYSIA 
A. Pelayanan KBRI Kuala Lumpur 
Malaysia 
Jumlah pekerja migran wanita di tempat 
penampungan sementara (shelter) KBRI Kuala 
Lumpur mencapai 205 orang (data bulan 
Oktober 2005). Usia mereka paling tinggi 43 
tahun don terendah berusia l 7 tahun. Jumlah 
pekerja migran ini selalu berubah dari waktu 
ke waktu. Sering terjadi jumlah pekerja migran-
bermasalah (TKW-bermasalah) yang masuk 
lebih banyak dibandingkan yang dipulangkan 
ke Indo nesia. Sering terjadi shelter terisi TKW-
bermasalah dalam jumlah melampaui kapasitas 
normal. Kondisi yang demikian bagi KBRI 
merupakan beban yang tidak ringan. 
Sementara ini petugas yang berperan 
sebogai pekerja sosial volunteer, yang sehari -
hori siap di shelter hanya satu orang. Pada sisi 
la•n dukungon anggaran untuk shelter masih 
be urri rnemodai bila dibandingkan dengan 
jumla h TKV./-bermasal ah yang ditampung . 
Dolorn 1<osus •ertentu, misalnya soot ado TKW 
melo~ n<cn d1 shelter, para staf KBRI harus 
mengh:n,p1.,n dona dengan cora iu ran untuk 
meringon<on bebon TKW-bermasolah tersebut. 
Sao- .., o hok KBRI meraso songot terbontu 
dengori odo.-...-o dukJngon dori para volunteer 
yang berosc do,... unsur perguruon tinggi 
setefnpct, yo n O(YO rnohas,wo Indonesia yang 
sedong be o o~ o ~ oysm. Adonyo volunteer 
ini diroso songa• rnernbon!u •ugos-tugos di 
shelter, +e'lJTOTO oc am ho' b mbingon sosio l 
don konsu -osi os o ogi. 
Hos,I ,,awonLoro do"l d,s us, dengon 
beberopo pe'ugos d KBRI Kuala Lumpur, 
menunjuuon bohwo bonyok upoyo te lo h 
dilokukon oleh p1hok KBRI untuk menyelesoikon 
kosus peke~o migron Indonesia d i Malaysia. 
Upoya-upoyo d imaksud ontoro lo in meng-
odokon negosiosi dengon para mojikon, don 
pendekatan dengon pihok Kepolision maupun 
lmigrosi Malaysia. Pendekatan diplomasi juga 
terus dilokukan untuk mendorong pemeri ntah 
Malaysia mempercepat proses pengad ilan 
sesuai dengan azas keadilan don kemanusiaan. 
Namun demikian sampai soot ini dirasa belum 
memperoleh hasil yang optima l. Banyak kasus 
dapat diselesaikon tetapi banyak kasus pula 
yang belum terselesaikan, sementara itu terus 
bertamboh dori hari ke hari. 
Berdasarkan pengamatan peneliti selama 
beroda di KBRI Kuala Lumpur don daerah-
daerah di mono pekerja migran bekerja di kota 
Kuala Lumpur, tampaknya banya k beban 
pekerjaan yang dialami o leh KBRI terutama 
Bidang Konsuler don Bidang Ketenagakerjaan 
dalam penyelesaian masa la h pekerja asal 
Indonesia di Malaysia. Sementara itu banyak 
permasalahan yang bersi fat psiko-sosial 
(misalnya stress, tidak bisa tidur, don trauma) 
belum tersentuh secara memadai o leh petugas 
KBRl. Hal ini terkait masih t erbatasnya 
pelayanan yang ado, yakni sifatnya sementara 
don lebih banyak berupa penyelesoian kasus 
perselisihan atau hukum. Meskipun demikian, 
dalam praktek penyelesaian masalah, ado 
peran-peran don fungsi sosial yang secara tidak 
sengaja tetapi terbatas tel ah di lakukan oleh 
petugas KBRI, misalnya melakukan identifikasi 
masalah pekerja migran yang soot ini ado di 
shelter, don bahkan memberikan pelayanan 
konseling bagi mereka. Tetapi apa yang telah 
diberikan oleh pihak KBRl tampak masih kurang 
memadai, terutama dalam p elayanan 
kesejahteraan sosial bagi TKW-bermasalah. 
Permasalahan yang dihadapi KBRI dalam 
penyelesaian masalah pekerja migran, terutama 
dalam hal pemulangan adalah su litnya untuk 
mendapatkan "Check-out Memo" dari Kantor 
lmigresen Malaysia. Check-out memo adalah 
sebuah so lusi terobosan yang d itempuh pihak 
lmigresen Molayisa a ga r pekerja mig ran 
bermosalah dapot segero d ipula ng kan ke 
Indonesia . 
Sementoro ini ado kecen d erungan 
pemerinta h Malaysia kurong memberi kan 
perhoho n terhadop penyelesoion kasus pekerja 
migron bermasolah. Banyak pekerja migran 
perempuon yang sudah cukup lama menunggu 
kasusnyo disidangkan oleh Le m baga 
Pengadilan di Malaysia. Menurut pengamatan 
petugas KBRI, pemerintah Ma laysia terkesan 
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lambat dalam penyelesaian kasus pengadilan 
pekerja migran. Kondisi yang demikian 
menjadikan beban KBRI semakin berat terutama 
dalam hal penyediaan fasilitas penampungan, 
antara lain penyediaan makanan, pelayanan 
medis, don pelayanan kesejahteraan sosial bagi 
mereka. 
Menyikapi berbagai permasalahan 
pekerja migran di Malaysia, menurut pihak 
KBRI, diperlukan MoU atau bila perlu "diplo-
matic agreement" antara Pemerintah Indonesia 
don Malaysia, khususnya dalam penggunaan 
tenaga kerja asal Indonesia, termasuk 
perlindungan don kesejahteraan tenaga kerja 
Indonesia di Malaysia. Pihak KBRI Kuala Lumpur 
bakal mendapat 'kekuatan' luar biasa kalau 
Pemerintah Indonesia di Jakarta melakukan 
intervensi diplomatik untuk menyelesaikan 
masalah pekerja migran di Malaysia. 
B. Pelayanan Agency di Malaysia 
Setiap ':Agency" di Kuala Lumpur secara 
hukum harus mempunyai izin operasi atau 
dalam istilah Malaysia "berlisensi". Namun 
demikian menurut informasi seorang pengurus 
agency, banyak pule agency yang tida k 
berlisensi alias "nakal". Sebuah agency 
biasanya mempunyai beberapa partner di 
negara asal pekerja migran, seperti di Indone-
sia partnernya adalah sejumlah PJTKI. 
Jumla h peke r ja migran Indo nesia 
disalurkan oleh sebuah a gency di M alaysia 
rota-rota 30 o rang per bulan. Pekerja migron 
ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, 
misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, 
Sumatra, don Sulawesi. Menurut pengurus 
agency, biasanya untuk tenaga kerja informal 
(pembantu rumah/house-maid) yang paling 
disukai oleh majikan adalah orang dari Jawa 
Tengah, karena mereka lebih lembut, patuh don 
penurut. Sedangkan untuk peke rja 
perladangan/ perkebunan umumnya berosal 
dari Lombok. 
Mereka menerima tenaga kerja dari PJTKI 
dengan identitas sesuai dokumen yang ado. 
Dolam hal pencrimaon don penya luron tenaga 
kerja wanito (TKW), mereka umumnya kurang 
memperhotikan kepentingan TKW. Agency 
selama in i tidak mempersoalkan apakah 
identitas TKW sesuai atau tidak, yang penting 
secara hukum memenuhi syarat. Selama ini 
agency sebenarnya mengetahui bahwa banyak 
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TKW yang identitasnya dipa lsukan, baik nama, 
usia, alamot moupun identitas lainnya. 
Menurut agency, salah satu persyaratan 
colon TKW di Malaysia yang harus dipenuhi 
adalah berusia 25 tahun. Selama ini banyak 
colon TKW yang usianya sebenarnya jauh di 
bawah 25 tahun, namun mereka merasa tidak 
berkepentingan dengan hal itu. Kepentingan 
mereka odalah menerima don menyalurkan 
TKW sesuai dengan kebutuhan colon majikan. 
Terhadap beberapa kasus yang terjadi, para 
agency cenderung menya lahkan pihak pengiri m 
(PJTKI) don lnstansi di negara asal. Mereka 
beranggapan bahwa masa loh pemalsuon 
identitos don ketidaksiapan TKW merupokon 
urusan pemerintoh Indonesia. 
Prosedur penya luran TKW seloma ini 
dengan caro mojikan menjemput TKW di tempot 
agency, dengan persyaraton memboyar bioyo 
sesuai kesepakatan. Praktek yang selama i ni 
terjadi bahwa ma jikan tidak memberikan gaji 
TKW selama t iga sampai empat bulan sebagai 
ganti biaya kepada agen. Dengan kata loin, 
TKW baru akan menerima gaji pada bulan 
yang keempat otau kelima. Dalam kenyataan 
gaji itupun tidak diberikan langsung setiap 
bulan, tetapi 'disimpan' o leh majikan, don akan 
diberikan kalau kontrak kerja sudah selesa i. 
Kontrok kerjo untuk pembantu rumah tangga 
ada lah duo t ahun, d on setelah itu bisa 
diperpon jong, dengan syarat horus kembo li 
du lu ke I ndonesi o don mengo ju kon 
permohonon kemboli kepado PJTKI. 
Penyiopan TKW o leh PJTKI, khususnyo 
dolom hal pelotihon menurut kalangan agency 
di M alaysia masih sangat minim. Untuk itu 
biasanya pihak agency memberikan pelatihan 
tambahan sesuai dengan kebutuhan colon 
majikan, misolnya dalam hal penggunaan alat-
alat elektronik. Lat ihan ini di lokukan seca ro 
songat prokt is don singkat. Lomanyo TKW di 
penampungan agency bera rti memperbesar 
beban biaya yang harus ditanggung o leh 
agency. Mereka umumnya berpendapat bahwa 
semakin cepat pekerja migran disalurkan akan 
semakin boik don menguntungkan. Bagi colon 
pekerja pada Kilang (pabrik-pabrik), biasanya 
harus sudah dipersiapkan oleh PJTKI sesuai 
dengan lapangan pekerjaan ya ng akan 
dimasuki. 
Upaya perlindungan agency kepodo 
pekerjo migron dapat dikatakon mosih songo" 
minim. Selama ini setiap pekerja migran 
diberikan nomor kontak khusus yang sewaktu-
wa ktu dapat dihubungi, terutama bila 
pekerja migran merasa perlu mengadukan 
permasa lahnya. Namun demikian dalam 
beberapa kasus, mereka sering menghilang dari 
majikan tanpa sepengetahuan agency. Menu rut 
pengalaman beberapa pekerja migran 
perempuan (TKW) yang diwawancarai, ternyata 
dengan dipegangnya pasport akan membatasi 
ruang gerak mereka, don mereka tidak dapat 
pergi/keluar tanpa majikan. Dengan demikian 
dapat diperkirakan bahwa pekerja migran 
perempuan kurang mempunyai kesempatan 
untuk mengadakan kontak dengan pihak 
agency. Apalagi dari segi pendidikan don 
pengetahuan mereka umumnya sangat rendah. 
Mengenai hari libur bagi pekerja migran 
perempuan, ternyata pihak agency kurang 
setuju, karena akan banyak t imbul masalah. 
Menu rut mereka, TKW dapat terpengaruh oleh 
hal-hal yang negatif, kemungkinan mereka 
menggunakan waktunya untuk lari dari majikan. 
Kond isi yang berbeda terjadi pada pekerja 
migran dari Philippines. Pekerja asal Philippines 
memperoleh waktu istirahat duo kali dalam 
sebul an. Hal ini bisa terjadi karena ado 
ketentuan yang dituntut pemerintah Philippines 
terhadap pengguna tenaga kerja asal 
Philippines. Sedangkan terhadap kasus pekerja 
migron Indonesia , agency be rp endapat 
bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia 
memperjuangkan aga r d iusaha kan pem-
batasan jam kerja don standar gaji minimal. 
Gaji pekerja asal Philippines soot ini 
mencapai 600-800 Ringgit per bu lan, 
sementara itu peke~o osol Indonesia poling 
tinggi hanya menerima gaji 400 Ringgit per 
bulan. Hal ini terjodi korena pekerja dari 
Philippines dianggap mempunyai keterampilon 
tinggi dori poda pekerja dari Indonesia. Mereko 
lebih mompu melokukon beberopo tugas, 
antaro loin membimbing belajar tambohan di 
rumah bogi anak-anok mo jikon, pemboyaron 
rekening listrik otou telepon, don sebogoinyo. 
Dolom hol te~adinya kasus-kosus podo 
peke~o migron perempuan, selama ini yang 
po ling dihindari oleh para agency odolah 
keterlibatan LSM yang bergerak dalam 
pembelaan (advokosi) peke~a migran. Menurut 
kalangan mojikon don agency, LSM sangat 
"golak" terhodap para agency, para mojikon 
Masalah Sosial TKW Indonesia di Shelter KBRI Kuala Lumpur (Sutaat) 
don instonsi pemerintah Malaysia. Hal ini terjadi 
terutama bila mereka menelantarkan atau 
memperlakukan pekerja migran secara tidak 
manusiawi. Untuk itu mereka biasanya 
menghindari keterlibatan LSM dalam 
penyelesaian masalah pekerja migran 
perempuan. 
Terkait dengon berbagai masalah yang 
dihadapi pekerja migran Indonesia yang bekerja 
di sektor informal, pengurus agency mempunyai 
beberapa usul. Pertoma, mengusulkan kepada 
Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan 
adanya batasan jam kerja bagi pekerja migran 
perempuan dalam sehari; memperjuangkan 
standard gaji minimal; don melakukan kontrol 
terhadap terjadinya penyimpangan dari kontrak 
kerja oleh majikan. Kedua, agency Malaysia 
juga menyarankan kepada Penyalur Tenaga 
Kerja Indonesia di Indonesia untuk menyiapkan 
colon tenaga kerja wanita dengan serius 
sehingga menguasai keterampilan. Ketiga, 
menyarankan kepada tenaga kerja wanita 
Indonesia untuk tidak ikut-ikutan menjadi tenaga 
kerja tanpa persiapan yang matang. 
C. Pelayonan Majikan/Perusahaan 
Perusahaan yang berhasil ditemui don 
diwawancarai adalah sebuah perusahaan 
elektronik yang memproduksi hardware untuk 
komputer, yakni Western Digital Sdn Berhad. 
Perusahaan ini banyak mempekerjakan pekerja 
mig ran perempuan dari Ind onesia, 
terutama untuk jenis-jenis pekerjaan pada level 
bawah (operator produksi). Pekerja migran 
perempuan (TKW) asal Indonesia pada 
perusahaan ini khususnya berasa l dari daerah 
Provinsi Sumatera Utara don Daerah lstimewa 
Yogyakarta. Persyaratan pendidikan mereka 
minimal pada tingkat SLTP. Kondisi pekerja dari 
Indonesia soot ini seluruhnya berpendidikan 
SLTA. Pekerja ini tergolong dalam tenaga kerja 
formal, yang kehidupannya lebih terlindungi. 
Perekrutan pekerja migran ini melalui 
sebuah perusahaan pengerah tenaga kerja di 
M edan, Sumatera Utara. Perusahaan elektronik 
tersebut mempunyai kontak langsung dengan 
perusahaan pengerah tenaga kerja di Sumatera 
Utara. Pada soot perekrutan biasanya wakil dari 
peru sahaan el ekronik Malaysia tersebut 
menyempatkan datang ke Indonesia untuk 
melihat langsung kesipan colon pekerja yang 
akan direkrut. 
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Penyiapan pekerja migran khususnya 
dalam hal kesiapan kerja sebelum pekerjaan 
resmi dilakukan di pabrik, dilakukan persiapan 
oleh perusahaan setelah pekerja tiba di Kuala 
Lumpur. Pelatihan dilaksanakan di lingkungan 
perusahaan, dalam waktu 1-2 minggu sebelum 
menduduki job yang disiapkan. Para colon 
pekerja ini bekerja dengan sistem kontrak 
selama 2 tahun, don tidak dapat diperpanjang 
lagi kecua li yang bersangkutan mendaftar 
kembali melalui perusahaan pengerah tenaga 
kerjo di Indonesia. 
Selama bekerja di perusahaan tersebut, 
pekerja migran memperoleh fasil itas asrama 
yang d isedia kan o leh pihak perusahaan. 
Sedangkan untuk kebutuhan makan don lain-
lain menjadi urusan sendiri pekerja karena 
sudah mendapatkan gaji. Penyimpanan don 
pengriman uang hasil kerja pekerja migran 
pada perusahaan ini dilakukan melalui sebuah 
bank yang direkomendasi oleh pihak 
perusahaan. 
Kondisi pelayanan sosial pekerja migran 
di sektor formal ini tampaknya jauh lebih baik 
bila dibandingkan dengan mereka di sektor 
informal, terutama pembantu rumahtongga. 
Hal yang soma dia lami baik sektor formal 
maupun informasl , adalah bahwa pi hak 
majikan atau perusahaan menahon pasport 
pekerjanya. Paspor akan d ikembalikan setelah 
selesai kontrak, don akan kembali ke Indone-
sia. Selama tinggal di Malaysia, pekerja migran 
di perusahaan memperoleh kartu identitas 
pengganti, yang sudah diketahui oleh pihak 
Kepolisian maupun lmigresen Malaysia. Alasan 
mereka mengamankan pasport pekerja adalah 
untuk menghindari pekerja migran pindah ke 
perusahaan lain tanpa izin perusahaan yang 
bersangkutan, atau keluar tanpa izin sebelum 
kontrak berakhir. Bila hal ini terjadi maka pihak 
perusahaan merasa dirugikan, karena sudah 
mengeluarkan biaya rekruitmen don pelatihan 
bagi colon pekerja. 
VIII. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan kajian terhadap berbagai 
informasi khususnya tentang permasalahan 
pekerja migran wanita Indonesia di negara 
tujuan, dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Permosalahan sosio l yang d ihadopi 
pekerja wonita Indonesia atou TKW di 
Malaysia muncul dipicu oleh berbagai hal, 
baik yang berasal dari dalam diri TKW, 
maupun yang berasal dari luar diri nya 
seperti perlakuon agency, perlakuon 
mojikan, don jaminan hukum yang kurang 
memadai. 
2. Permasalohan TKW di Malaysia tidak bisa 
dilepaskan dari tanggung jawab PJTKI di 
Indonesia dalam mempersiapkan tenaga 
kerja yang berkualitas. Persiapan tenaga 
kerja wanita kurang memadai, sementara 
itu ekspektasi majikan terlampau tinggi , 
sehingga tidak ado t itik tem u antara 
harapan dengan kenyataan. 
3. Lamanya TKW-bermasalah tinggal dalam 
shelter KBR! dalam jumlah besar (kadang-
kadang mencapai 200 orang) dengan 
kapasitas ruang yang sangat te rbatas, 
membuat mereka hidup dengan berbagai 
tekanan. lbarat sudah jatu h tert im pa 
tangga pula. Situasi demikian menambah 
beban sosial don psikologis bagi mereka. 
Masalah sosial -psiko logis ini terutama 
banyak dialami o leh TKW korban tindak 
kekerasan don pelecehan seksual atau 
perkosaan. Sementara itu hingga ki ni 
belum ado pelayanan kesejahteraan sosial 
yang cukup memadai. 
4. Pemerintah Malaysia tampaknya kurang 
pedu li dengan keadaan don masalah 
pekerja Indonesia di Malaysia. Sementara 
ini perundang-undangan ketenagakerjaan 
di Malaysia masih terbatas memberikan 
perlindungan pada pekerja sektor formal, 
don belum menjangkau pada pekerja in-
formal. Oleh karena itu pekerja di sektor 
informal di Malaysia tidak mendapat per-
lindungon secara memadoi. Pemerintah 
Malaysia hingga kini belum merotifikasi 
konvensi internas ional mengenai per-
lindungan tenaga kerja di sektor info rmal 
yang dirancong oleh ILO. 
B. Rekomendasi 
1. Upayo po ling efektif untuk menyelesaikan 
secara komprehensif don ontisipotif otos 
permasolohan TKW adalah kesepokato.., 
2. 
Masa/ah Sosial TKW Indonesia di Shelter KBR/ Kuala Lumpur (Sutaat) 
don penandatanganan atas Konvensi ILO 3. 
mengenai perlindungan tenaga kerja di 
sektor informal antara Indonesia dengan 
Malaysia. Oleh karena itu, Pemerintah 
Indonesia perlu melakukan intervensi 
diplomatis terhadap Pemerintah Malaysia 
baik secara langsung Jakarta-Kuala 
Lumpur, maupun melalui kantor per-
wakilan kedutaan besar, berupa 
kesepakatan-kesepakatan untuk mem-
beri kan perlindungan terhadap TKW 
selama bekerja di Malaysia. 
Selusi fundamental tersebut perlu 
waktu , sedangkan penanganan TKW-
bermasalah yang sudah dalam kondisi 
memprihatinkan perlu segera dilakukan. 
Oleh karena itu, Departemen Luar 
Negeri dengan Departemen Sosial perlu 
melakukan kerjasama yang me-
mungkinkan tenaga profesional (care 
worker don social worker) bisa melakukan 4. 
tugas-tugas fungsionalnya sepanjang atas 
permintaan don kebutuhan KBRI Kuala 
Lumpur dalam memberikan pelayanan 
kesejahteraan sosial kepada TKW-
bermasalah. Pelayanan kesejahteraan 
sosial dimaksud mulai dari konseling, 
mediosi , pendampingon, motivosi, 
advokasi , don bantuan sosial 
(perma konon, kel engkapon tidur, 
memosok, bermoin, don pengisian woktu 
luang). 
Colon-colon diplomat yang akan 
ditempotkan pada negara-negara yang 
banyak mempekerjakan tenaga kerja asal 
Indones ia, seperti Malaysia, Brunei 
Darussalam, Singapura, Hongkong, 
Saudi Arabia, Jepang, don Korea Selatan, 
perlu mendapatkan pengetahuan praktis 
mengenai masalah sosial don pelayanan 
sosial bagi pekerja asal Indonesia. Untuk 
itu, Departemen Sosial don Departemen 
Luar Negeri diharopkan bisa menjalin 
kerjasama dalam pendidikan don 
pelatihan colon diplomat, sehingga materi 
kesejahteraan sosial bisa masuk dalam 
kurikulum Diklat Departemen Luar Negeri. 
Untuk itu, Departemen Sosial hendaknya 
dapat memberikan masukan materi Diklat 
ten tang isu sosial don pelayanan 
kesejahteroon sosiol disertoi dengon 
tenago pengajornya. 
Dalam jangka pan jang, Pemerintoh Pusot 
don Pemerintah Daerah Provinsi don 
Kabupaten/Kota di Indonesia perlu 
memperbaiki sistem pengiriman tenaga 
kerja wanita (TKW) ke luar negeri dengan 
lebih baik don terkoordinasi, agar tenaga 
kerja wanita Indonesia bisa bersaing di 
luar negeri, don mengurangi segala 
kemungkinan tindak kekerason oleh 
maj ikan. Oleh kareno itu , sistem 
administrosi kependudukon don prosedur 
rekruitmen bagi mereka yang akan 
berangkat ke luar negeri untuk tujuan 
bekerja di sektor informal dapat terkontrol 
secara ketat. 
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